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Leasing, dewasaini sudah menjadi bagian hidup dalam masyarakat. Terutama didalam pemenuhan hajat
hidupnya untuk memenuhi kebutuhan mendapatkan pembiayaan. Dan L embaga pembiayaan non Bank ini
merupakan alternatif yang timbul karena desakan pertumbuhan ekonomi masyarakat dewasa ini. Salah satu
contoh leasing yang diminati masyarakat saat ini adalah, leasing kendaraan bermotor roda dua. Dan
hubungan hukum dalam lembaga |easing ini dituangkan kedalam perjanjian leasing.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek hukum dari perjanjian leasing kendaraan
bermotor, antara debitur sebagai |essee dengan PT. FIF sebagai Lessor. Dimana dalam hal ini perjanjian
tersebut dihubungkan dengan pasal 1338 dan pasal 1320 KUHPerdata.

Penulis melihat bahwa perjanjian leasing kendaraan bermotor yang dilakukan oleh PT. Federal Internasional
Finance dengan Konsumen merupakan pencerminan dari adanya kebebasan berkontrak yang teroakup dalam
pasal 1338 KUHPerdata tersebut. Namun sayangnya azas kebebasan berkontrak tersebut diterapkan terlalu
bebas, sehingga tampaknya lessee dalam hal ini mempunyai kedudukan yang lebih lemah daripada lessor.
Dimana dengan kedudukan tersebut |essee harus menanggung kewajiban-kewajiban yang jauh lebih banyak
dan lebih berat dibandingkan dengan kewajiban yang diemban oleh lessor.

Penelitian pada perjanjian leasing PT. FIF (lessor) dengan lessee dalam perjanjian terse but penulis melihat
bahwa perjanjian dibuat dalam bentuk perjanjian baku (standard contract), dimana didalamnya tercantum
klausula eksonerasi yang memberatkan L esse (debitur) yaitu, adanya pemutusan perjanjian lease agreement
apabila lessee wanprestasi. Sehubungan hal tersebut maka lessee atau debitur kurang mendapat perlindungan
hukum. Untuk itu maka lessee perlu mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum tersebut adalah, dimanaisi perjanjian pada klausula eksonerasi yang menyatakan
penghentian seketika perjanjian bila lessee wanprestasi dirubah dengan eksonerasi yang berbentuk
perpanjangan hutang dan adanya Rescheduling hutang dalam pemberian hutang dengan syarat-syarat
tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian maka perjanjian tidak perlu dibatalkan namun
masih dapat dilanjutkan kembali. Dengan adanya perubahan isi perjanjian pada klausula eksonerasi tersebut,
maka diharapkan lessee akan mendapat perlindungan hukum.
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